
 
 

 
 
 

 
 
 

BUPATI KARAWANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 38 TAHUN 2018 

 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 54 TAHUN 2017 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  KARAWANG, 

 

Menimbang : a. bahwa pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Karawang 
mendapat dana bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat dan 
tambahan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN yang 
belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang; 

b. bahwa terdapat pergeseran alokasi belanja yang disebabkan adanya 
perubahan antar objek/rincian objek belanja  dalam satu jenis belanja di 
beberapa SKPD, pemberlakukan petunjuk teknis penggunaan Dana 
Alokasi Khusus,  adanya perubahan kedudukan, Susunan Organisasi, 
tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan, RSUD, Sekretariat Daerah, 
Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olah Raga Kabupaten Karawang; 

c. bahwa berdasarkan angka 22 Romawi V. Hal-hal Khusus Lainnya, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa Program dan kegiatan 

yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat earmark, DBH-SDA Tambahan 
Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus, DBH-DR, 
DAK dan/atau DAK Tambahan, Dana Otonomi Khusus, Dana Tambahan 
Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, Dana 
Keistimewaan DIY, Dana Darurat, Bantuan keuangan yang bersifat 
khusus dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta 
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak 
lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat 
dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang 
Perubahan APBD; 
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c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di 
atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita 
Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undnag-Undnag Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 
Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 

Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 18, Tambahan Lembaharan Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 
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29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5655);   

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional 
Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Intensif dan Dana Operasional; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 1744); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit 
Pelaksana Teknis Daerah; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2018; 

38. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 tentang Tata 
Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan 
Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa; 

39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang 
Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2018; 

40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 
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41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang 
Tahun 2017 Nomor 1); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 12); 

45. Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 
Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Karawang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2018 Nomor 27); 

46. Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, 

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2016 Nomor 42); 

47. Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas komunikasi 
dan Informatika Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten 
Karawang Tahun 2016 Nomor 56); 

48. Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 54). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KARAWANG NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2018. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah  Rp.4.094.323.681.561,00 

Bertambah sejumlah Rp. 277.133.802.200,00 sehingga menjadi  Rp. 4.371.457.483.761,00 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah  Rp. 4.353.375.852.111,00 

Bertambah sejumlah Rp. 277.133.802.200,00 sehingga menjadi  Rp. 4.630.509.654.311,00 

Dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan  : 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp.  1.298.971.938.077,00 

b. Dana Perimbangan Rp. 2.129.832.393.962,00 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp.  942.653.151.722,00 (+) 

Jumlah Pendapatan Rp. 4.371.457.483.761,00 
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2. Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1)  Belanja Pegawai Rp.  1.481.391.758.344,00 

2)  Belanja Bunga Rp. 0,00  

3) Belanja Subsidi Rp.  0,00 

4) Belanja Hibah Rp. 50.106.480.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial  Rp.     28.541.600.000,00 

6)  Belanja Bagi Hasil Rp.     114.841.739.500,00   

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.    452.434.227.318,00   

8) Belanja Tidak Terduga Rp.        1.500.000.000,00 (+) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung  Rp. 2.128.815.805.162,00   

b. Belanja Langsung   

1) Belanja Pegawai Rp.  269.161.514.453,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.  1.379.341.404.066,00 

3) Belanja Modal Rp.  853.190.930.630,00 (+) 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 2.501.693.849.149,00  

 Jumlah Belanja   Rp.  4.630.509.654.311,00 

 

 Surplus/(Defisit)               (Rp.    259.052.170.550,00) 

 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan Rp.    270.052.170.550,00 

b. Pengeluaran Rp.    11.000.000.000,00  ( - ) 

  Jumlah Pembiayaan Neto   Rp.    259.052.170.550,00   

 Sisa lebih Pembiayaan anggaran  

 tahun berkenaan  Rp.    0,00 

 

 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum 
dalam Lampiran sebagai bagian yang  tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD; 

2. Lampiran II Ringkasan Penjabaran APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Kelompok Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, 
Belanja dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang 
diterima; 

4. Lampiran IV Daftar Nama, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 
Sosial yang diterima. 

 

Pasal 3 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

 




